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PENETAPAN 

Nomor: /Pdt.G/2016/PA.LPK. 

 بـســـم الله الرحـمـن الرحـيــــم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majlis telah menjatuhkan 

penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :  

umur 45 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan 

dosen, tinggal di Kabupaten Deli Serdang. 

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat; 

MELAWAN 

umur 46 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan  S1, pekerjaan 

karyawan BUMD di PD Pasar, tinggal di Kabupaten 

Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat; 

 

Pengadilan Agama  tersebut ;  

- Telah membaca  Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 

/Pdt.G/2016/PA.LPK, tanggal 28 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majlis 

Hakim; 

 - Telah membaca  Penetapan Ketua Majlis Pengadilan Agama Lubuk Pakam 

Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK, tanggal  30 Nopember  2016 tentang Penetapan 

Hari Sidang; 

- Telah membaca  surat gugatan Penggugat; 

- Telah mendengar pernyataan Penggugat didepan sidang; 

DUDUKPERKARANYA 

 Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 28 Nopember  2016 

yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan 

Register Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal  28 Nopember 2016, telah 

mengajukan gugatan  Cerai Gugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:  

SALINAN 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 

04 Agustus 1996 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Medan Helvetia 

Kota Medan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 330/31/VIII/1996 tertanggal 

06 Agustus 1996; 

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah 

bergaul layaknya suami-istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 

(tiga) orang anak yang bernama yang bernama :  

a. Rifqi Al Wafi, laki-laki, lahir 28-07-1998; 

b. Rasyiqah Azzahra, perempuan, lahir 12-04-2000; 

c. Rakha Adli, lak-laki, lahir 10-12-2002;  

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak 

rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang 

sulit diatasi sejak awal tahun 2001; 

4. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut 

karena:     

a. Tergugat kurang mencukupi biaya rumah tangga yang akibatnya 

Penggugat yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga; 

b. Tergugat selalu memihak dan lebih peduli terhadap keluarga Tergugat 

dibanding Penggugat dan anak-anak; 

5. Bahwa akibat dari posita 4 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam 

pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, dan berkata kasar 

kepada Penggugat; 

 

6. Bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi 

pada tanggal 27 Nopember 2016 malam hari dikarenakan Tergugat untuk 

yang kesekian kalinya selalu menyalahkan Penggugat, Tergugat selalu 

membebani Penggugat untuk selalu bekerja supaya bisa mencukupi 

kebutuhan rumah tangga yang akibatnya Penggugat sangat menderita;  

Disclaimer
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7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara 

bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, 

bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil; 

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah 

tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka 

Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk 

menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili 

perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;. 

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. 

  Bahwa,  pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh 

Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat telah 

dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 

jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat  danTergugat  

secara inperson hadir di persidangan;  

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini selengkapnya 

sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini ;  

 

 

PERTIMBANGAN  HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti  

yang telah diuraikan pada duduknya perkara di atas ;  

Menimbang,  bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi 

dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 
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telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. 

Pasal  26 dan 27 Peraturan Peraturan pemerintah Nomo 9 tahun 1975 dan 

ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat  

secara in person hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat  tidak hadir dan tidak 

mengutus oranmg lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan 

undang-undang; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal 

mendamaikan Penggugat dengan  memberi saran  dan nasehat kepada 

Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun 

dan damai sesuai dengan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal  82 ayat (1) dan (4) 

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah 

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. pasal 

115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa  Penggugat pada persidangan pertama tanggal 19 

Desember 2016 dimana Penggugat   menyatakan akan mencabut dan tidak akan 

melanjutkan perkaranya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv apabila 

pencabutan gugatan dilakukan setelah ada jawaban dari pihak Tergugat, maka 

pencabutan gugatan tersebut harus mendapat persetujuan dari Tergugat, namun 

pencabutan perkara a-quo dilakukan oleh Penggugat sebelum  ada jawaban dari 

pihak Tergugat dan/atau  belum masuk tahap pemeriksaan perkara maka dengan 

demikian pencabutan gugatan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari 

pihak Tergugat;  

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Penggugat telah 

menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan mencabut gugatannya, maka 

oleh dan karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut 

dikabulkan;- 

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 

7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan 
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undang-undang nomor 50 tahun 2009,  maka semua biaya perkara ini dibebankan 

kepada Penggugat yang jumlahnya  sebgaimana tersebut dalam amar putusan ini; 

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dal i l -

dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini ;  

MENGADILI  

1. Mengabulkan permohonan  Penggugat untuk mencabut perkaranya;  

2. Menyatakan perkara Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk. dicabut; 

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp.321.000,00,-(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah); 

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari SENIN tanggal 19 Desember  2016 

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rabi’ul  Awal  1438 Hijriyah       oleh             

Drs. FAKHRUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam 

sebagai Ketua Majlis, Hj. WARDIYAH. S.Ag. dan Dra. Hj. NIKMAH. MH. masing-

masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan 

oleh Ketua Majlis  dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di dampingi 

Hakim-Hakim  Anggota tersebut dibantu   oleh   VIVIYANI PURBA SH. sebagai 

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  Tergugat;  

 

                  Ketua Majlis, 

 

                                                      dto. 

 

                                                          DRS. FAKHRUDDIN 

Hakim Anggota,  

 

                             

 dto.                 

Hj. WARDIYAH. S.Ag                           Panitera Pengganti, 
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 dto.                                                                           dto. 

Dra. Hj. NIKMAH. MH.                                     VIVIYANI PURBA. SH.  

  

   Perincian Biaya Perkara   :      
- Biaya pendaftaran : Rp.     30.000,00,- 

- Biaya proses : Rp.     50.000,00,- 
- Biaya panggilan ; Rp.   230.000,00,- 
- Biaya redaksi :  Rp.       5.000,00,- 

- Biaya materai                  :     Rp.       6.000,00,- 
        J u m l a h  :      Rp.   321.000,00,-  

      (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah); 
 
 

     Untuk Salinan yang sama dengan aslinya 

     Lhokseumawe, 18  Desember   2014 - M 

                                                                                25  Shafar         1436 - H 

     Panitera Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe 

 

 

       

 

     D                                               
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